
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.11, 2019 PEMERINTAH DAERAH. Pemindahan. Ibu Kota 

Kabupaten. Madiun ke Wilayah Kecamatan 

Mejayan. Provinsi Jawa Timur (Penjelasan dalam 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6305) 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 

TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH 

KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan faktor sejarah, 

budaya, dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat 

Kabupaten Madiun serta aspirasi masyarakat dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun, perlu 

melakukan pemberian nama Caruban sebagai nama Ibu 

Kota Kabupaten Madiun; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, pemberian nama Caruban 

sebagai nama Ibu Kota Kabupaten Madiun perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan 
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 

tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari 

Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan 

Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang 

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah 

Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan 

Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5134); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 

TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN 

DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN 

MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR. 

 

Pasal 1  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 

Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten 
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Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan 

Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5134) diubah sebagai berikut: 

 

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2A 

Ibu Kota Kabupaten Madiun yang berkedudukan di 

wilayah Kecamatan Mejayan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dinamai Caruban. 

 

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3A 

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan 

pemberian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Madiun. 

 

Pasal 2  

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 23 Januari 2019  

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

JOKO WIDODO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Januari 2019  

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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